
 
 

 

 

 

 

SALINAN 
NOMOR 25/2018 

 
 

PERATURAN WALIKOTA MALANG 

NOMOR    25     TAHUN  2018 

TENTANG 

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2017 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALIKOTA MALANG, 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 11 Peraturan Daerah                

Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 

Anggaran 2017, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam 

lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-

Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 

40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                       

Nomor 551); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 



Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4400); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia                        

Nomor 5234); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014,) sebagaimana telah di ubah 

beberapa kali terakhir  dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5679); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 

Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia                  

Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 



Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5155); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006                    

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4614); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 

16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014                             

Nomor 199); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 



tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia           Tahun 2011 Nomor 310); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 

tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2874) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 109 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 125);  

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 

tentang Pengelompokkan Kemampuan Keuangan Daerah 

serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana 

Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 1067); 

21. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 10 Tahun 2008 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah 

Kota Malang Nomor 62) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang 

Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2010 

tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2010 Nomor I                     

Seri B); 

23. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2010 Nomor B Seri 2) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2                          

Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Daerah                           



Kota Malang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2015 Nomor 2); 

24. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2011 

tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah                           

Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); 

25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2011 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kota Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri C); 

26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 

tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran 

Daerah Kota Malang Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang                 

Nomor 7 Tahun 2015 tentang perubahan atas peraturan 

Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak 

Bumi dan Bangunan Perkotaan (Lembaran Daerah                         

Kota Malang Tahun 2015 Nomor 18); 

27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah                           

Kota Malang Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Malang Nomor 17); 

28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30); 

29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 9 Tahun 2016 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah                   

Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Malang 

Tahun 2016 Nomor 12); 

30. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD 

Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 4, 

Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 34);  

31. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2017 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah                            

Kota Malang Tahun 2017 Nomor 6); 



32. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 3 Tahun 2018 

tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 

(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 3); 

33. Peraturan Walikota Malang Nomor 93 Tahun 2016 tentang 

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Malang                     

Tahun 2016 Nomor 90); 

34. Peraturan Walikota Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kota Malang 

Tahun 2017 Nomor 18); 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN                       

ANGGARAN 2017. 

 

Pasal 1  

(1) Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2017 terdiri 

atas:  

a. Pendapatan 

1. Pendapatan Asli   Rp.    588.276.962.084,13   

Daerah 

2. Dana Perimbangan    Rp. 1.174.719.580.753,00 

3. Lain-lain Pendapatan  

Daerah Sah   Rp.    208.920.114.823,00 

  Jumlah Pendapatan:           Rp. 1.971.916.657.660,13 

 

b. Belanja 

1. Belanja Tak Langsung  

a) Belanja Pegawai   Rp.   691.770.586.889,86 

b) Belanja Hibah   Rp.     85.967.500.000,00 

c) Belanja Bantuan  

 Sosial   Rp.                           0,00 

 



d) Belanja Bagi Hasil  

 Kepada  Provinsi/ 

 Kabupaten/Kota dan  

 Pemerintahan Desa     Rp.             6.484.050,00 

e) Belanja Bantuan  

 Keuangan Kepada  

 Provinsi/Kabupaten/ 

 Kota dan Pemerintahan 

 Desa/ Partai Politik   Rp.         635.264.957,40 

    Belanja Tak Terduga   Rp.                           0,00 

Jumlah Belanja  

Tak Langsung    Rp.   778.379.835.897,26 

 

2. Belanja Langsung  

a) Belanja Pegawai   Rp.    175.276.985.652,52 

b) Belanja Barang dan  

 Jasa   Rp.    519.772.745.584,90 

c) Belanja Modal   Rp.    340.494.355.166,86 

Jumlah Belanja   Rp. 1.035.544.086.404,28 

Langsung 

  Jumlah Belanja   Rp. 1.813.923.922.301,54 

  Surplus   Rp.    157.992.735.358,59 

 

c. Pembiayaan 

1. Penerimaan Pembiayaan   Rp.   305.005.705.627,07  

2. Pengeluaran Pembiayaan   Rp.     62.400.000.000,00 

Jumlah Pembiayaan Netto   Rp.   242.605.705.627,07 

  

  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran  

  Tahun Berkenaan   Rp.   400.598.440.985,56 

(2) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

(3) Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2), dirinci lebih lanjut ke dalam 

Penjabaran laporan realisasi anggaran. 

 



Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM, 
 

 
 
TABRANI, SH, M.Hum. 

Pembina Tk. I 
NIP. 19650302 199003 1 019 

 

(4) Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II   

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Walikota ini. 

 

Pasal 2 

  Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

 

  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah. 

 

Ditetapkan di Malang 

pada tanggal 6 September 2018                         

2017 

Plt. WALIKOTA MALANG, 
 

ttd. 

 
SUTIAJI 

 

Diundangkan di Malang 

pada tanggal 6 September 2018   

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG, 

 
                          ttd. 

 
WASTO 

 

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2018 NOMOR 25 


